BUPATI BANGKA
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 1A TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat

—_

KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan penetapan
terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018;

. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah,
serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya untuk menjamin konsistensi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan  sinergitas
pembangunan antar wilayah untuk 5 (lima) tahun kedepan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka
Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 - 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bangka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat

Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangka.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.



8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerahuntuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masayarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

11.Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah, yang sselanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode
S (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD,
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.

19.Indikator Kinerja adalah alat ukur wuntuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat

APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangka.

BAB II
PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2014 - 2018 yang merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintah  Kabupaten Bangka dalam  menyelenggarakan dan
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.



Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2014- 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun sebagai berikut:

BAB L.

BAB II.

BAB IIL

BAB IV.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dasar Hukum Penyusunan

Hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaanlainnya
Sistematika Penulisan

1.
1.
1.
1. Maksud dan tujuan

a P Wi

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan KerangkaPendanaan
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2014-2018

Analisis Isu-isu Strategis
4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bangka
4.2 Isu strategis Pembangunan Kabupaten Bangka

BAB V. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI.

BAB VIL

BAB VIIL

BAB IX.

BAB X.

BAB XI.

5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan
Pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
9.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
9.2 Aspek Pelayanan Umum

9.3 Aspek Daya Saing Daerah

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

10.1 Pedoman Transisi
10.2 Kaidah Pelaksanaan

Penutup



Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2014 — 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB III
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada RPJM
Nasional, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJPD
Kabupaten Bangka yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
a.SKPD dalam menyusun Renstra - SKPD;

b.Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyusun RKPD dan
Rancangan APBD.

Pasal 6

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam
Renstra - SKPD.

SKPD wajib menjamin konsistensi antara Renstra - SKPD dengan
RPJMD.

SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di Kabupaten
Bangka, wajib melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan
sebaik-baiknya.

Pasal 7

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda
dalam menyusun Renstra - SKPD.

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda
berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap
penjabaran RPJMD Renstra - SKPD dan realisasi pelaksanaan dari RPJMD
tersebut.

Pasal 9

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD, dijabarkan kedalam Renstra - SKPD 5
(lima) tahunan, RKPD tahunan dan Renja - SKPD.



BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 10

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD terdiri dari:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
daerah 5 (lima) tahun;

b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan  perencanaan
pembangunan daerah 5 (lima) tahun; dan

c. Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun.

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan RPJMD dapat ditinjau kembali (review) paling lama tiga tahun.
(2) Peninjauan kembali (review) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan
penyusunan RKPD Tahun 2019 setelah masa RPJMD 2013-2018 berakhir,
maka program transisi tahun 2019 harus mengacu pada sasaran RPJPD
Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 serta dokumen perencanaan ditingkat
Pemerintahan yang lebih tinggi yang masih berlaku.

(2) Bupati terpilih periode selanjutnya dapat merevisi program transisi Tahun
2019 tersebut sesuai dengan Visi dan Misinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 14

RPJM Daerah dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan RTRW Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, RTRW Kabupaten Bangka dan kebijakan nasional
yang tertuang dalam RPJM Nasional, maupun kebijakan provinsi yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Februari 2014

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

TARMIZI SAAT
Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 28 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006



I.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 1A TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 — 2018

PENJELASAN UMUM

1.

Dasar Pemikiran .

Otonomi daerah pada masa lalu hanya merupakan terminology
yang dikenal dikalangan masyarakat secara terbatas, sedangkan saat
ini sudah menjadi pembicaraan umum dan berkembang dikalangan
masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya di tingkat daerah di
seluruh Indonesia. Kondisi ini telah memberikan suatu kesadaran
baru bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat, bahwa kita
tidak bisa lagi membiarkan gelombang otonomi mengalir begitu saja
tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai
tindakan nyata yang lebih proaktif.

Salah satu yang harus dilakukan dan sudah menjadi
kebutuhan serta tuntutan umum adalah adanya upaya untuk
mempersiapkan diri, khususnya masyarakat dan aparat pemerintah
daerah untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya
manusia maupun kualitas sumber daya lain, yang akan berdampak
bagi terciptanya kualitas program pembangunan di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berasaskan
desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian
wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan
daya saing daerah.

Sedemikianbesarnya wewenang dan tugas Pemerintah
Daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergrasi,

sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga pengendalianpembangunan, dengan demikian diperlukan
sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif
dan efisien.

Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan
nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk
jangka waktu S (lima ) tahun yangdilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

a. merupakan satukesatuandalam sistem perencanaan
pembangunan nasional;

b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku
kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana
pembangunan daerah;

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

4. Pendekatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

menggunakan pendekatan:

a. teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan
(stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku
kepentingan, kesataraan  antara  pemangku kepentingan,
transparansidan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen
masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta
terciptanya konsensus ataukesepakatan pada semua tahapan;

c. politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan
masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

d. bottom up-top down, yaitu penyelarasan melalui musyawarah
yang dilaksakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
dan Nasional, sehingga tercipta  sinkronisasi dan  sinergi
pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah.

5. Tahapan

Tahapan penyunan RPJMD terdiri dari:
persiapan penyusunan RPJMD;
penyusunan rancangan awal RPJMD;
penyusunan rancangan RPJMD;
pelaksanaan musrenbang RPJMD;
perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

O Q0 T
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6. Muatan
Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri

dar

P Mo a0 T

i:

visi, misi dan program kepala daerah;
arah kebijakan keuangan daerah;

strategi pembangunan daerah;
kebijakan umum;
program SKPD;

program lintas SKPD;
program kewilayahan;
rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;

rencana

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

kerja
bersifatindikatif.

dalam

kerangka

pendanaan

yang
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Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1
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